
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 62 TAHUN 2019 

TENTANG  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

 

 

SALINAN 



 

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2008 Nomor 1 Seri  E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Peruabahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 57); 

 

 



 

 

 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri A); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  

Anggaran 2020 terdiri atas : 

1. Pendapatan   

 a. Pendapatan Asli 
Daerah 

 Rp    963.634.368.637,38  

 b. Dana Perimbangan  Rp 1.193.285.213.000,00  

 c. Lain-lain Pendapatan 
daerah yang sah 

 Rp    144.418.347.120,00  

    Jumlah Pendapatan    Rp 2.301.337.928.757,38 

      

2. Belanja   

 a. Belanja Tidak 
Langsung 

  

  1. Belanja Pegawai  Rp    808.293.833.668,00  

  2. Belanja Bunga  Rp                                 -    

  3. Belanja Subsidi  Rp        3.000.000.000,00  

  4. Belanja Hibah  Rp    114.974.840.000,00  

  5. Belanja Bantuan 
Sosial 

 Rp           750.000.000,00  

  6. Belanja Bagi Hasil  Rp    350.006.099.384,43  

  7. Belanja Bantuan 
Keuangan 

 Rp      57.894.745.482,00  

  8. Belanja Tidak 
Terduga 

 Rp        5.000.000.000,00  

      Rp 1.339.919.518.534,43 

      

 b. Belanja Langsung   

  1. Belanja Pegawai  Rp    187.023.066.570,00  

  2. Belanja Barang 
dan Jasa 

 Rp    649.059.129.480,00  

  3. Belanja Modal  Rp    313.643.998.957,00  

      Rp 1.149.726.195.007,00 

   Jumlah Belanja   Rp 2.489.645.713.541,43 

   Surplus/ (defisit)   Rp  (188.307.784.784,00) 

    
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

3. Pembiayaan   

 1. Penerimaan  Rp    188.307.784.784,00  

 2. Pengeluaran  Rp                                 -  

  Jumlah 
pembiayaan netto 

 Rp    188.307.784.784,00 

 

Pasal 2 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur 

ini. 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 
Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 1 November 2019 

 
GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
ERZALDI ROSMAN 

 
Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 1 November 2019 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

YULIZAR ADNAN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019       

NOMOR 6 SERI A 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
MASKUPAL BAKRI 

Pembina Utama Muda/IV.c 
NIP. 19630306 198603 1 015 


